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AKSI 

KEGIATAN TW I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TW I 10

Persentase 

penyelengga

raan 

pengawasan 

pemerintah 

daerah

Penyelenggaraa

n Pengawasan 

Internal

Persentase 

penyelenggaraa

n pengawasan 

internal

TW I

rapat 

penyusunan tim 

kegiatan

TW II

pelaksanaan 

pengawasan 

kinerja 

pemerintah 

daerah di 

lingkungan 

pemerintah 

provinsi 

sumatera selatan

TW III

penyusunan  

dokumen 

laporan hasil 

pengawasan

TW II 30
TW IV

evaluasi 

pelaksanaan 

kegiatan

TW I

rapat 

penyusunan tim 

kegiatan
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Pengawasan 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah

Jumlah laporan 

hasil 

pengawasan 

kinerja 

pemerintah 

daerah

Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah

jumlah laporan 

hasil 

pengawasan 

keuangan 

pemerintah 

daerah

Persentase 

penyelesaian 

rekomendasi 

hasil 

pemeriksaan 

eksternal

Meningkatnya 

Kepatuhan 

Terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah

Sasaran Program Kegiatan JADWAL PELAKSANAAN

No



TW II

pelaksanaan 

pengawasan 

keuangan  

pemerintah 

daerah di 

lingkungan 

pemerintah 

provinsi 

sumatera selatan

TW III

penyusunan  

dokumen 

laporan hasil 

pengawasan

TW III 50

TW IV

evaluasi 

pelaksanaan 

kegiatan

TW I

rapat 

penyusunan tim 

kegiatan

TW II

pelaksanaan 

reviu laporan 

kinerja  

pemerintah 

daerah di 

lingkungan 

pemerintah 

provinsi 

sumatera selatan

TW III

penyusunan  

dokumen 

laporan hasil 

TW IV 91,9
TW IV

evaluasi 

pelaksanaan 

kegiatan
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Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah

jumlah laporan 

hasil 

pengawasan 

keuangan 

pemerintah 

daerah

Reviu Laporan 

Kinerja

Jumlah laporan 

hasil reviu 

laporan kinerja

Persentase 

penyelesaian 

rekomendasi 

hasil 

pemeriksaan 

eksternal

Meningkatnya 

Kepatuhan 

Terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah



TW I

rapat 

penyusunan tim 

kegiatan

TW II

pelaksanaan 

reviu laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah di 

lingkungan 

pemerintah 

provinsi 

sumatera selatan

TW III

penyusunan  

dokumen 

laporan hasil 

reviu

TW I 10
TW IV

evaluasi 

pelaksanaan 

kegiatan

TW II 30
TW II

rapat 

penyusunan tim 

kegiatan

TW III 50

TW III

pelaksanaan 

monitoring dan 

evaluasi tindak 

lanjut 

pemeriksaan 

eksternal dan 

TW IV 78,6
TW III

penyusunan  

dokumen 

laporan hasil 

monitoring dan 

TW IV

evaluasi 

pelaksanaan 

kegiatan
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Reviu Laporan 

Keuangan

jumlah laporan 

hasil reviu 

laporan kinerja

Monitoring dan 

Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan 

BPK RI dan 

Tindak Lanjut 

Hasil 

Pemeriksaan 

APIP

Jumlah Dokumen 

hasil monitoring 

dan evaluasi 

tindak lanjut hasil 

pemeriksaan 

BPK RI dan 

tindak lanjut hasil 

pemeriksaan 

APIP

Persentase 

penyelesaian 

rekomendasi 

hasil 

pemeriksaan 

internal

Meningkatnya 

Kepatuhan 

Terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah



TW I 3,13

persentase 

perumusan 

kebijakan, 

pendamping

an dan 

asistensi

Perumusan 

Kebijakan 

Teknis di 

Bidang 

Pengawasan 

dan Fasilitasi 

Pengawasan

Persentase 

pendampingan 

dan asistensi 

yang 

dilaksanakan

TW I

rapat 

penyusunan tim 

kegiatan

TW II

pelaksanaan 

koordinasi 

dengan itjen 

kemendagri dan 

inspektorat 

kab/kota se-

Sumsel 

TW III

penyusunan 

PKPT

TW II 3,13

TW IV

evaluasi 

pelaksanaan 

kegiatan

TW III 3,13

Pendampingan 

dan Asistensi

Persentase 

pendampingan 

dan asistensi 

yang 

dilaksanakan

TW I

rapat 

penyusunan tim 

kegiatan
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Pendampingan 

dan Asistensi 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

jumlah perangkat 

daerah yang 

dilakukan 

pendampingan 

dan asistensi 

urusan 

pemerintah 

daerah

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

di Bidang 

Pengawasan

jumlah 

rekomendasi 

kebijakan teknis 

di bidang 

pengawasan

Nilai Maturitas 

SPIP

Meningkatnya Sistem 

pengendalian intern 

pemerintah yang baik



TW II

pelaksanaan 

asistensi urusan 

pemerintah 

daerah  di 

lingkungan 

pemerintah 

provinsi 

sumatera selatan

TW III

penyusunan  

dokumen SAKIP 

dan EPPD 

Perangkat 

Daerah

TW IV 3,13
TW IV

evaluasi 

pelaksanaan 

kegiatan

TW I

Rapat 

Pembentukan 

Tim dan 

Pembuatan SK 

TW II

Rapat Koordinasi 

dengan OPD 

Pengampu 

TW III

Pelaksanaan 

pendampingan 

dan penilaian 

internal Zona 

Integritas dan 

Pelaksanaan RB

TW I 1
TW IV

evaluasi 

pelaksanaan 

kegiatan
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Pendampingan 

dan Asistensi 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

jumlah perangkat 

daerah yang 

dilakukan 

pendampingan 

dan asistensi 

urusan 

pemerintah 

daerah

Pendampingan, 

Asistensi, 

Verifikasi, dan 

Penilaian 

Reformasi 

Birokrasi

Jumlah 

Perangkat 

daerah yang 

dilakukan 

pendampingan 

dan asistensi, 

verifikasi dan 

penilaian 

birokrasi

Terwujudnya 

penegakan intergritas

Nilai Maturitas 

SPIP

Jumlah unit yang 

diusulkan

Meningkatnya Sistem 

pengendalian intern 

pemerintah yang baik



TW I

Rapat 

Pembentukan 

Tim pelaksana 

dan Pembuatan 

SK 

TW II

Rapat dengan 

OPD terkait 

Pencegahan 

Korupsi

TW III

Monitoring dan

evaluasi 

pelaksanaan

pencegahan 

korupsi

di lingkungan

Pemerintah 

Provinsi

Sumatera 

Selatan

TW II 1

TW IV

Menyusun 

laporan

terkait 

pelaksanaan

kegiatan 

pencegahan

dan 

pemberantasan

korupsi

TW I

Rapat 

Pembentukan 

Tim pelaksana 

dan Pembuatan 

SK 
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Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi 

Penegakan 

Integritas

Jumlah 

perangkat daerah 

yang dilakukan 

pendampingan, 

asistensi dan 

verifikasi 

penegakan 

integritas

Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi serta 

Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Korupsi

Jumlah kegiatan 

koordinasi, 

monitoring dan 

evaluasi serta 

verifikasi 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi

Terwujudnya 

penegakan intergritas

Jumlah unit yang 

diusulkan



TW III 1

TW IV 1

TW I 0

TW II 0

TW III 0

TW IV 65,8

Meningkatnya upaya 

pencegahan korupsi 

Nilai MCP 

(Monitoring 

Centre for 

Prevention) KPK 

RI

TW I

TW I

TW II

Penyelenggaraa

n Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

Persentase 

penyelenggaraa

n pengawasan 

dengan tujuan 

tertentu TW II

TW III

Penanganan 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara/Daerah

Jumlah laporan 

penyelesaian 

kerugian negara/ 

daerah yang 

ditangani TW III

P

R

O

G

R

A

M

 

P

E

R

U

M

U

S

A

N

 

K

E

B

I

J

A

K

A

N

,

 

P

E

N

D

A

M

P

I

N

G

A

N

 

D

A

N

 

A

S

I

S

T

E

N

S

I

Pendampingan 

pada

48 OPD di 

lingkungan

Pemerintahan 

Provinsi

Sumatera 

Selatan

Monitoring dan  

evaluasi 

pelaksanaan 

kegiatan

Menyusun 

laporan

kegiatan

TW IV

Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi 

Penegakan 

Integritas

Jumlah 

perangkat daerah 

yang dilakukan 

pendampingan, 

asistensi dan 

verifikasi 

penegakan 

integritas

TW II

TW III

Terwujudnya 

penegakan intergritas

Jumlah unit yang 

diusulkan

Indeks Integritas 

Daerah



TW IV

Pengawasan 

Dengan Tujuan 

Tertentu

jumlah laporan 

hasil 

pengawasan 

daengan tujuan 

tertentu TW IV
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TW II TW III TW IV

15 14 15
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